BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu maka peneliti dapat
menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Transparansi di Dinas Penanaman Moda Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupten Timor Tengah Utara sudah berjalan dengan baik karena selalu
melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan—aturan berusaha
serta syarat—syarat memperoleh izin berusaha melalui (Online Sngle
Submission - OSS).

2. Kondisional
Tidak ada kesesuaian antara ketentuan-ketentuan untuk memiliki izin
berussha dengan kemampuan masyarakat sehingga pada umumnya
masyarakat tidak memahami aturan—aturan tentang izin berusaha dan tidak
tahu cara-cara mengakses OSS untuk mendapatkan izin berusaha secara
online karena pendidikan masyarakat tidak memadai dan tidak ada
pelatihan—pelatihan dari Dinas PTSP terkait penggunaan aplikass OSS
untuk mendapatkan izin berusaha.

3. Partisipasi
Masyarakat belum mendukung Penyelenggaraan Pelayanan publik
karenabelum mengetahui jelas tentang pentingnya atau fungsinya izin
berusaha dan masyarakat menganggap bahwa memiliki Surat [zin Usaha

hanya untuk dikenakan pagjak pada hal surat itu sangat penting bagi
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masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha agar usahanya tidak illegal
dan bisa terbantu apabilaingin menambahkan modal usahanya dari bank.

4. Prosedur Pelayanan
Ketersediaan sumber daya manusia pada DPMPTSP Kab. TTU masih
sangat terbatas sehingga saat masyarakat membutuhkan pelayanan harus
menunggu karena pegawa yang ada harus menjalankan dua tugas seperti
harus melayani pada loket informasi dan juga harus memberikan dokumen
kepada masyarakat.

5. Waktu Pelayanan
Ketersediaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP Kab. TTU masih
sangat terbatas sehingga saat masyarakat membutuhkan bantuan petunjuk
untuk mengakses OSS harus bawa leptop sendiri.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan (Online Single

SUbmission-0SS) diDinas PMPTSP Kab. TTU maka peneliti dapat

menyarankan beberapa hal diantaranya:

1. Dinas PMPTSP perlu melakukan sosialisasi secara terukur dan terencana
dengan baik dengan materi yang sesuai.

2. Pegawa Dinas PMPTSP perlu dibekali dengan Bimtek atau workshop
berkaitan dengan Pengelolaan OSS.

3. Dinas PMPTSP perlu pelatihan—pelatihan kepada para pelaku usaha terkait
dengan cara-cara mengakses izin berusaha melalui (Online Sngle

Submission-0SS).
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4. Dinas PMPTSP lebih proaktif dalam pemahaman-pemahaman terhadap
masyarakat terkait pentingnya kepemilikan izin berusaha
5. Dinas PMPTSP perlu pengadaan sarana dan prasarana terkait pemenuhan

kebutuhan dalam memberikan pelayanan publik.
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